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- Sembilan Prioritas
Pembangunan

—————

Darwis Sampalkan berpedoman pada Rencana  peningkatan kualitas pe- riil, terutama pada sektor
R KU Kerja Pemerintah Daerah layanan publikdalam penye- andalan pertanian, peter-
ancangan A dan PPAS (RKPD)tahunanggaran2023, lenggaraan pemeintarahan, nakan, perikanan, perin-

ke Legislatif

BENGKAYANG - Bupati
Bengkayang, Sebastianus
Darwis menyampaikan ran-
cangan Kebijakan Umum
APBD (KUA) Kabupaten
Bengkayang dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) APBD Tahun Angga-
ran2023. Rancangantersebut
dilontarkan Darwis bertepa-
tan dengan pelaksanaan ra-
patparipurnabersama unsur
legislatif, bertempat di Ruang
Sidang DPRD Kabupaten
Bengkayang, kemarin.

Dalam kesempatan itu,
Darwis turut memaparkan
rancangan KUA dan PPAS
Kabupaten Bengkayang di-
lakukan untuk memenuhi
amanat Pasal 310 ayat 1
Undang-undang 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Dimana tim ang-
garan pemerintah daerah
(TAPD) Kabupaten Beng-
kayang telah menyusun ran-
cangan KUAdan PPASdengan

yangtelahditetapkan dengan
Peraturan Bupati Bengkayang
Nomor 29 tahun 2022. “Di-
mana KUA dan PPAS harus
disinkronkandenganrencana
kerjapemerintah (RKP) tahun
2023,” ujar Darwis.

“Dalam rangka mewujud-
kan sinkronisasi yang dimak-
sud, kita sudah menyusun
danmenetapkan RKPD tahun
2023, untuk selanjutnya kita
sampaikan KUA dan PPAS
tahun anggaran 2023 kepada
pimpinan dan anggota De-
wan untukdikaji dan dibahas
bersama,” timpalnya.

Sementara dalam mendu-
kungRKPDyangtelahditetap-
kan, Darwisjugamengatakan
pihaknya telah menyusun
dan menjabarkan sembilan
poin prioritasuntukpemban-
gunan tahun anggaran 2023,
yang masuk dalam kebijakan
belanja daerah.

Pertama, belanja daerah
dikelola secara tertib dan
transparan berbasis akrual
sesuai dengan asas efisien,
efektif, dan akuntabel. Kedua,

sertameningkatkankondusi-
fitas wilayah.

Ketiga, belanja daerah diu-
tamakan untuk pengaloka-
sianbelanjabersifatwajibdan
mengikat.

Keempat, peningkatan pe-
nyediaan dan kualitas sarana
dan prasarana infrastruktur
dasar yang memadai. Ke-
lima, belanja tidak terduga
diarahkan untuk menandai
kegiatan yang sifatnya tidak
biasa atau tidak diharapkan
terjadi berulang.

Keenam, mendukung pro-
gram dan kegiatan serta
sub kegiatan terkait agenda
Pemprov dan pemerintah
pusat, dengan tetap mem-
prioritaskan pembangunan
daerah.

Ketujuh, meningkatkan
pendapatan asli daerah
(PAD). Kedelapan, pening-
katan sarana dan prasarana
untuk mendukung aktivitas
perekonomian, pariwisata,
danlingkungan hidup. Serta
kesembilan, stimulus per-
tumbuhan ekonomidisektor

dustrian, perdagangan, serta
pariwisata.

“Saya berharap semoga
proses pembahasan KUA
dan PPAS, dapat dilaksana-
kan secara efektif dan tepat
waktu. Sehingga ini (KUA
dan PPAS) dapat disepakati
bersama sesuai jadwal yang
telah ditetapkan oleh pera-
turan perundang-undangan
yang berlaku,” imbuh Bu-
pati.

Sementaraitu, WakilKetua
DPRD Bengkayang, Jonedhi
mengatakan bahwa terkait
penetapan KUA dan PPAS
Kabupaten Bengkayang
sendirisampaisaatinimasih
mengacu pada Undang-
undang berdasarkan Pasal
90 Ayat 1 Peraturan Pe-
merintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang pengelolaan
keuangan daerah.

Dimana dalam aturan
tersebut, sambung Jonedhi,
menjelaskan bahwa Kepala
Daerah harus menyampai-
kan rancangan KUA dan
PPAS paling lambat pada

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat




PONTIANAK POST

:\
Fan ] Feb l Marl Apr l Mel l Jun ]@l Agust] Sept| Okt [ Nov] Deﬂ [20 33-J |Ha|.. bJ

[1]2]3]4]s5]6]7[8]9 [10]11]12[13]14] 15] 16]17[18{19)20[21]22[23[24]25] 26 | 27[28[29]30]31]

A2

SERAHKAN RANCANGAN: Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis saat menyerahkan

nota pengantar rancangan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Bengkayang 2023 kepada

pihak DPRD Bengkayang.

minggu kedua kedua bulan
Juli kepada DPRD untuk
dibahas dan disepakati ber-
sama. “Kemudian di dalam
pasal 90 ayat 2 juga disebut-
kan bahwa kesepakatan ter-
hadap rancangan KUA dan
PPASjugaharusditandatan-
ganioleh KepalaDaerah dan

DPRD palinglambatminggu
kedua bulan Agustus,” jelas
Jonedhi.

Disamping itu, dirinya
turutmengapresiasi kepada
jajaran Pemkab, terkhusus
Bupati Bengkayang yang se-
jauhinidinilaitaat terhadap
asas dan peraturan, sesuai

———

dengan yang diatur da-
lam Perundang-undangan.
“Tentu kita berharap proses
pembahasan menyangkut
KUA dan PPAS Kabupaten
Bengkayang tahunanggaran
2023 bisa terus berjalan lan-
car dan sukses untuk kede-
pannya,” tutupnya. (Sig)
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